[ SALINAN ]

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa,
perlu diubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

bahwa Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor
36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Bupati Belitung Timur tentang perubahan kedua
atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



Menetapkan

10.

|
|

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republil“q Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemeril;ltah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republi‘k Indonesia

Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 ’Hl‘ahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah| Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 ’Il‘ahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Ber}ta Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR /36 TAHUN

2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I ‘

Ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Bupati Belitung '1I‘imur Nomor
36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) diut%ah, sehingga
berbunyi sebagai berikut : ‘

Pasal 47

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa

apabila terjadi:
a.

b.
c.

penambahan dan/atau pengurangan dalam| pendapatan
Desa pada tahun anggaran berjalan;
sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam
tahun berkenaan;




d. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja; dan

e. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
biasa.

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan :

a. keadaan yang menyebabkan realisasi pendapatan dalam
APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar
dari 20%;

b. bencana alam

c. bencana non alam/pandemi; dan/atau

d. keadaan kahar lainnya,;

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan peraturan Desa tentang perubahan APB
Desa dengan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 353

NIP.-19710602 200604 1 005



